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BLIPATI HATMAHERA BAFAT,
Menimbang: a. bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat

mencerdaskan kehidupan berbangsa yang *.rupakan tujuan pembalgunan
nasional, serta dalam menjamin hak mendapat p".rdiOit rn bagi iarganegara yang yang diamanatkan oleh ketentuan Unclang-unciaJg Dasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun ig+S;

il^ bahw-a daiarn t'angka tnenjainin kebuiuiran hak wai'ga rregala sebagaii,a,a
dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Baratmemberikan bantuan pendidikan melalui penetapan kebijakan, program
9*t kegiatan yang sesuai rlengan prioritas kebutuhan 

-masyaiakat 
di

daerah::
c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan

Pendidikan Studi D4/S1, S2, 53 Bagi Masyarakat yang Bersimber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Halmahera Barat Tahun 2023;

fuiengingai-: i. unciailg-undang i'(ornor 60 Tairurr igs8 Tentang Fene-raparr un<ia'g-undang l{omor 23 Darurat Tahun 1957 T'entalrg Pembeniukan llaerah-
daerah Swatantra Tingkat Ii dalam wilayah oaeLfr Swatantra Tingkat IMaluku menjadi Undang_undang.

2' Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupat.en Maluku Tenggara Barat.3' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oa3 Tentang pelbentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera SehLn, Kabupaten KepuLuan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi
Maluku Utara;

4. Undang - Undang N'omor 5 Tahun 2014 teniang Aparaiur Sipii Negera;5. {-rndang - undang }Jcmcr 23 Tahun Zag bntan} pe*renntahan }rierah;6' undang undang Nomor 2a Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional;

7 ' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;

B' Undang-undang Nomor 13 Tahun '2022 tentang perubahan Kedua atasundang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan
perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan;
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 Tenting Manajemen Fegawai

Negeri Sipil;
ll.Peraturan Pernsrft:rtah Nor:r+r 1'2 Tahun '2Ag tentang pernl-rhasr: Ca*Pe,gawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 'fhaun 20i8 tentang Standar pelayanan

Minimal;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuanagn
Daerah;

i4. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 39 Tahun 2Oi2 tentang pecioman
Fiirrbe,rian Hibai-i Daii Baniuan Sosiai Yang Eersurnbei Dari Anggaran
Pendapatan Dan Beianja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2OlB
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

16. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan
dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun ZOZA
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

i8. Per-aturan Daerair Kaburpaten Haimahera Barai iriomor 2 Tahun '2B21teniang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2A22

tentang Anggaran Pendapatan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2a2s;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor 2.A Tahun 2019 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pefianggungjawaban
dan Pelaporan Serta Monitoring dan trvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2A Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun
2Ai6 ten'rang Stn;kti;r Organisasi Perangkat Daerah;

??. Peiature- Bupati. H*lpeher+ Barat ll*n:+r 59 Tsh*- 2+22 te-tang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

MEITEUTUSKAH

Menetapkan Bantuan Pendidikan Studi D.IV,S1, 52, 33 Bagi Masyarakat
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Bantuan Pendidikan studi D4lsl, s2, s3 Bagi Masyarakat Kabupaten
Haimahera Barat sebagimana dimaksuci Diktum Kesatu ciibayar pada setiap
Tahuri Akadeiiiik.
Segala biaya -yang timbul sebab akibat dikeluarkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran
Bagian Kesehjateraan Rakyat dan Tenaga Keq'a Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
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1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ha-lmahera Barat di Jailolo,
4. Kcpaia EFiiD iiab. i-iaiinahera Eauat di ..r'aiiuio,
5. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Haimahera Barat di Jailolo
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